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ABSTRACT
In the world of politics, the role of political ethics cannot be ignored. This is related to, political morality is useful to investigate
what constitutes good and bad, virtue, legal validity, truth of conscience, political moral obligations and so on. The reality of
the problem faced in political culture is the gap between Political interference and the bureaucrat's (Administrator)
independence regarding service management to the community. Then, there are attitudes and behaviors that are "negative",
both politicians and bureaucrats in carrying out their respective functions. The purpose of this study is to identify and respond
| people's attitudes towards the development of conditions and situations of political culture in the Municipality of Medan.
The method used is a sample survey with the analysis unit of the voting community. Respondents were taken by stratified
random sampling from the people of the Municipality of Medan. The research instrument was an interview guide and a
questionnaire. The analysis used is descriptive qualitative data.
The results showed that overall, both the lower, middle, and upper layers, considered that the ethics of politicians in Medan
Municipality was relatively poor, namely 191 (63.67%) of the 300 respondents. And the respondent's reason is that after
becoming politicians, they tend to be individual or think about their own interests, family and / or party as seen from the
policies they gave birth to. That was very different from the campaign time. In conclusion, in realizing political participation in
the Medan Municipality, the community has two characteristics or forms of political participation based on the nature of being
mobilized and autonomous. Then, to assess how political ethics in the Medan Municipality, there are three patterns of
individual attitudes and orientations towards politics, namely: (1). Cognitive Orientation: knowledge, belief (2). Affective
Orientation: related feelings, involvement, rejection and the like about political objects, and (3). Evaluation Orientation:
judgments and opinions about political objects that usually involve
standard values of political objects and events.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan UUD 1945 telah mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara
yang modern dan demokratis. Semangat yang diemban dalam perubahan konstitusi tersebut adalah supremasi konstitusi,
keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan dan kekuasaan antarcabang kekuasaan
negara secara lebih tegas, penguatan sistem checks and balances antar cabang kekuasaan, penguatan perlindungan
dan penjaminan hak asasi manusia, dan pengaturan hal-hal mendasar di berbagai bidang kehidupan.

Semangat tersebut di atas dapat terlihat dari adanya penegasan yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat;
pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum; kesejajaran kedudukan antar lembaga negara sehingga tidak dikenal
lagi adanya lembaga tertinggi negara dan tinggi Negara tetapi setiap lembaga negara melaksanakan tugas dan
wewenangnya sesuai UUD 1945; pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya maksimal dua kali masa
jabatan; seluruh anggota lembaga perwakilan dipilih dan tidak ada lagi yang diangkat; pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung oleh rakyat; kekuasaan membentuk undang-undang di tangan lembaga legislatif, pembentukan lembaga
perwakilan baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memperkuat posisi daerah dalam sistem ketatanegaraan
kita; dan pembentukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman baru Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu juga dimuat ketentuan mengenai pemilihan umum setiap lima tahun dan diselenggarakan oleh suatu komisi
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pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; pengaturan mengenai wilayah negara; ketentuan
mengenai hak asasi manusia yang sangat rinci, dan pengaturan hal-hal mendasar berbagai bidang kehidupan seperti
ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan lain-ain.
Perubahan-perubahan budaya politik di atas merupakan elemen penting dalam sebuah sistem politik. Perubahan tersebut
juga menjadi wajah baru sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Meskipun ada perbedaan pandangan
mengenai derajat pentingnya pengaruh budaya dalam proses membangun demokrasi, namun hampir semua ahli politik
sependapat bahwa budaya merupakan faktor yang mempengaruhi terkonsolidasinya demokrasi.
Pada sisi lain, dalam dunia politk, peranan etika politk sangat penting. Terkait dengannya, moralitas politik berguna untuk
menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban
moral politik dan sebagainya. Apa yang disebut sebagai dasar pertimbangan bukanlah berada pada cakupan jurisprudence
atau pedagogy dari moral poliik saja, tetapi seharusnya berdasarkan pada efika. Tatkala kondisi moralitas politik
memungkinkan apa yang dianggap benar untuk kasus pada wakiu tertentu tetapi menjadi salah pada kasus lain di waktu lain, maka
sistem kenegaraan ini sedang mengabaikan kemungkinan bahwa seorang diktator akan muncul kembali untuk
menyalahgunakan kekuasaannya, atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan moralitas personalnya (dalam arti beyond
his term of office). Sebaliknya, semakin banyak kekuasaan yang membebaninya, sementara kekuasaan itu menjadi baju
untuk lebih berkuasa, maka ia akan menyalahgunakan sekaligus tetap mempertahankan kekuasaan itu.
Kedua sisi ini, budaya politik dan etika polik menjadi hal penting dalam era otonomi. Karena itu, kajian ini terfokus pada etika
politik di Kotamadya Medan. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan
Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian,
terdapat sikap dan perilaku yang “negatif’, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing- masing. Serta
berkembangnya dalam kehidupan masyarakat toleransi dan antipati masyarakat terhadap etika politisi.
Dengan demikian, hal-hal yang menjadi per-tanyaan penting untuk dijawab melalui kajian yang mendalam adalah :

1. Bagaimana realitas budaya politik di Kotamadya Medan?

2. Bagaimana masyarakat menyikapi perkembangan etika politik di Kotamadya Medan?

TINJAUAN TEORITIS

Untuk mendukung studi ini digunakan beberapa teori yang relevan serta berkaitan dengan pokok bahasan dalam studi
sebagai berikut :

Sistem Politik

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspekiif atau pendekatan sistem melihat
keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki
hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa
dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur
hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara
sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-
kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem
politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang
mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan
maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh
pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah
kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagirakyat.

Namun dengan mengingat Machiavell maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk
mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis
dan sistem politik yang otoriter.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik oleh para sarjana di negara Barat sering hanya dipandang sebagai kegiatan yang dilakukan untuk
memberikan input bagi pengambil kebijakan menuruti aturan main yang berlaku. Definisi yang demikian membuat
partisipasi politik di negara-negara berkembang sulit dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik. Untuk
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mengatasi hal tersebut, Huntington mencoba mengatasi dengan mengatakan bahwa partisipasi yang tergolong negatif di
mata para sarjana di negara-negara berkembang pada dasarnya termasuk pula bentuk partisipasi politik. Kecenderungan
mobilisasi di masyarakat negara-negara berkembang menjadi ciri khas yang melekat karena karakteristiknya yang khas
selain tidak bekerjanya sistem politik secara baik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan input tanpa
takut diintimidasi oleh pemerintah.

Apatisme juga menjadi persoalan tersendiri dalam studi mengenai partisipasi politik. Secara harfiah apatisme tidak dapat
dikatakan sebagai suatu bentuk partisipasi karena seseorang tidak melakukan tindakan apa pun untuk mempengaruhi
kebijakan ataupun memberikan input bagi pengambil kebijakan. Akan tetapi, apabila itu dilakukan dengan sadar sebagai
bentuk protes atau ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan oleh pengambil kebijaksanaan, tindakan apatisme dapat
pula dikategorikan sebagai satu bentuk input dan dengan demikian dapat dinilai sebagai suatu tindakan partisipasi.

Pembangunan Politik

Sejak awal kehidupan manusia-berjuta tahun yang lampau-manusia dihadapkan pada berbagai macam perubahan aktual
alam semesta di mana dia hidup. Lambat laun, respon atas fenomena alam ini bertransformasi menjadi sikap mengatasi
perbedaan- perbedaan yang terjadi di antara umat manusia, respon atas interaksi sosial ini kemudian mengubah
cara dan kebiasaan hidup mereka. Hal ini terus berkembang secara evolutif sekaligus revolutif, hingga sampai pada
diketemukannya model pelembagaan pengaturan masyarakat dalam bingkai negara, beserta iimu yang menyertainya,
politik.

Kondisi politik pasca Reformasi menjadikan masyarakat dihidangkan dengan dengan sistem baru yang menuntut
masyarakat untuk lebih terlibat secara proaktif didalamnya. Dalam penerapannya tidaklah semudah membalikkan
telapak tangan, sehingga dalam mewujudkannya perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap.
Peningkatan kesadaran politik masyarakat serta penanaman nilai tidak boleh diabaikan, hal inilah yang kita inginkan
dalam proses pembangunan politik. Lucian W. Pye menyimpulkan tiga tema besar yang berhubungan dengan makna
pembangunan politik. Pertama, terjadinya pertambahan persamaan (equality) antara individu dalam kaitannya dengan
sistem politik, kedua pertambahan kemampuan (capacity) dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan yang
ketiga pertambahan pembedaan (differentation and spesia-litation) lembaga dan strukur didalam sistem politik tersebut.
Pembangunan politik dalam hal ini eratkaitannya dengan budaya politik, struktur- struktur politik yang berwenang serta proses
politik.

Budaya Politik

Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari
sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa
idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang
realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang
berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut.

Corak pertama terdapat pada golongan elite strategis, yakni kecenderungan untuk memaksakan subyektifisme mereka
agar menjadi obyektifisme, sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang oforiter/totaliter. Corak kedua
terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat emosional-primordial. Kedua cirak ini tersintesa sehingga
menciptakan suasana politik yang otoriter/totaliter.

Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik
yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkah laku politik yang dikehendaki oleh Pancasila
dan Undang- Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai
Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai
idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.

Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu
berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah; 1. Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya.
2. Rasio, faktor yang berasal dari otaknya

Klasifikasi budaya politik oleh Gabriel A. Aimond dan G. Bingham Powell, terdiri atas budaya politik parokial, budaya politik
subjek/kaula, dan budaya politik partisipan. Sedangkan budaya politik menurut Austin Ranney dibedakan atas orientasi kognitif
dan preferensi politik.
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Ada beberapa unsur yang berpengaruh atau melibatkan diri dalam proses pembentukan budaya politik nasional, yaitu
sebagai berikut .

1. Unsur sub-budaya politik yang berbentuk budaya politik asal.

2. Aneka rupa sub-budaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempatbudaya politik asal itu berada.

3. Budaya politik nasional itu sendiri.

Tahapan perkembangan budaya politik nasional menurut Sjamsuddin, antara lain sebagai berikut (Rahman, 1998: 58) :
1. Budaya politik nasional yang tengah berada dalam proses pembentukannya.
2. Budaya politik nasional yang sedang mengalami proses pematangan. Dalam tahapan ini, pada dasarnya
budaya politik nasional sudah ada, tetapi masih belum matang.
3. Budaya politik nasional yang sudah mapan, yaitu budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional.
4. Ada dua sudut pandang untuk melihat budaya politik yang dikaitkan dengan struktur sosial, yaitu secara vertikal
maupun horizontal.

Terakhir ada tiga kelompok yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap sistem politik Indonesia, yaitu
kelompok agama, kelompok suku bangsa, dan kelompok ras.

METODE PENELITIAN

Populasinya adalah pelaku politik di Kotamadya Medan. Pada pengkajian ini, yang akan diteliti, ditelaah dan diterangkan adalah
politik di Kotamadya Medan. Karena itu, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kuantitatif, dan ataupun
gabungan antara keduanya, terutama nampak pada analisanya. Metode kuantitatif menggunakan angka-angka (Tabulasi, statistik
inferensial), menghubungkan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya kemudian menarik makna. Sedang metode
kualitatif menggunakan makna: menghubungkan antara makna yang satu dengan makna yang lainnya kemudian menarik yang
lebih luas atau lebih dalam, atau yang lebih tinggi tingkatannya.

Pada dasarnya ada beberapa jenis studi dan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk kajian ini, sebagai berikut;
Stakeholders studlies, dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pandangan/penilaian para pemangku
kepentingan atau stakeholders (Pemerintah, DPRD, Partai Politik, kalangan Lembaga non pemerintah, pakar/akademisi dan
tokoh- tokoh masyarakat lainnya tentang berbagai regulasi, kebijakan maupun implementasi dari kebijakan yang berhubungan
dengan berbagai aspek politik. Ada dua teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk stakeholder studies, yaitu indepth
interview dan FGD.

Policy Impact Studies (PIS). Policy impact studies atau studi dampak kebijakan dimaksudkan untuk melihat dampak
kebijakan berupa Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota dalam mengatur usaha kecil Kotamadya Medan.

Studi literatur. Sebelum penelitian lapangan dilakukan, tim peneliti terlebih dahulu telah melakukan kajian. Beberapa
hal yang ditelaah antara lain adalah kacamata analisis/cara pandang dan indikator-indikator yang digunakan dalam rangka
melakukan kajian/studi. Di samping itu ditelaah pula hasil-hasil utama (termasuk rekomendasi-rekomendasi) yang diperoleh
dari studi. Hasil telaahan ini kemudian dituliskan dalam bentuk overview singkat.

Kajian historis, Kegiatan ini dilakukan dengan metode analisis dokumen dan in-depth interview kepada pihak-pihak yang
dipandang memiliki pengetahuan mengenai topik kajian yang dilakukan yang kemudian dianalisis dan disusun dalam
bentuk position paper.

Teknik Pengumpulan Data, yaitu :

1. Data yang bersifat keterangan dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan menggunakan pedoman
wawancara (interview guide),

2. Data yang bersifat distribusi/frekuensi dikumpulkan melalui teknik perhitungan atau pencacahan dengan
menggunakan kuesioner atau skedul.

3. Data yang bersifat nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan (adat dan agama), tingkah laku yang laten (cover behaviuor), dan
sejenisnya dikumpulkan melalui teknik pengamatan terlibat secara terbatas dan wawancara dilakukan secara face
to face dengan menggunakan catatan lapang (field notes).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karasteristik Masyarakat Kotamadya Medan
Berdasarkan hasil kajian, maka karateristik masyarakat Kotamadya Medan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Pengaruh alam terhadap masyarakat kota kecil

b. Mata pencahariannya sangat beragam sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

¢. Corak kehidupan sosialnya bersifat gessel schaft (patembayan), lebih individual dan kompetitif.

d. Keadaan penduduk dari status sosialnya sangat heterogen

e. Stratifikasi dan diferensiasi sosial sangat mencolok. Dasar stratifikasi adalah pendidikan, kekuasaan, kekayaan, prestasi,
dan lain-lain.

f. Interaksi sosial kurang akrab dan kurang peduli terhadap lingkungannya. Dasar hubungannya adalah kepentingan.

g. Keterikatan terhadap tradisi sangat kecil

h. Masyarakat umumnya berpendidikan lebih tinggi, rasional, menghargai waktu, kerja keras, dan kebebasan.

i.  Jumlah warga lebih banyak, padat, dan heterogen.

j. Pembagian dan spesialisasi kerja lebih banyak dan nyata.

k. Kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya amat dinamis, sehingga perkembangannya sangat cepat.

I Masyarakatnya terbuka, demokratis, kritis, dan mudah menerima unsur- unsur pembaharuan.
m. Pranata sosialnya bersifat formal sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
n. Memiliki sarana—prasarana dan fasilitas kehidupan yang sangat banyak.

Partisipasi Politk Masyarakat Kotamadya Medan Berdasarkan pada  bentuk-bentuk Partisipasi Politik menurut Almond
(table 1), maka partisipasi politik masyarakat di Kotamadya Medan, sebagai berikut :

Tabel 1. Bentuk - Bentuk Partisipasi Politik Menurut Almond (1984:107)

KONVENSIONAL NON KONVEN SIONAL

. Pemberian suara {woting) 6. Pengajuan pefisi
2. Diskusi politik 7. Bardamonstrasi
3. Kegiatan kampanye 8, Konfrontasi
4. Membentuk dan bergabung 9. Mogok

dalam kelompok kepentingan 10. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda:
5. Komurikasi individual dengan parusakan, pemboman, pembakaran.

pejabat poltikiadministratit 11. Tindak kekerasan politik lerhadap manusia:

penculikan, pembunuhan, perang gerilyarevolusi.

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Politik Responden Di Kotamadya Medan

BENTUK PARTISIPASI PENDAPAT RESPONDEN
POLITIK

(KONVENSIONAL) Sangat Aktif Aktif Tidak aktif
Pemberian suara 263 | (88%) 28 (9%} 9 (3%
Diskusi politik 74| (25%) 31| (10%) | 195  (65%)
Kegiatan kampanye 98 | (33%) 154 | (51%) 48 [18%)
Membentuk dan bergabung , ;
dalam kelombok keoentinaan 37 (12%) &l (7%) 42 (81%)
Komunikasi individual dengan " F 3
pejabat politik/administratif 51| (17%) 02 (34%) W7 (48%)

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner

Dari table 2, nampak bahwa partisipasi politik dari sisi pemberian suara pada setiap pemilihan umum, baik pemilihan legislatif
(DPR/DPD/DPRD) maupun pemilihan presiden (walikota). Ternyata dari 300 responden, 263 (88%) responden
menjawab sangat aktif dan hanya 9 (3%) responden yang menjawab tidak aktif.

Kemudian, partisipasi politik dari bentuk “diskusi politik”, ternyata responden menjawab tidak aktif sebanyak 195 (65%), 75
(25%) menjawab sangat aktif, dan hanya 31 (10%) menjawab kadang-kadang aktif. Dan setelah dikonfirmasi, alasan mereka
antara lain; sibuk bekerja, tidak dilibatkan dan menghindari perbedaan pendapat dengan orang lain. Sedangkan
alasan responden menjawab sangat aktif adalah karena teman atau tetangga mereka yang pengurus partai atau simpatisan
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melibat dalam pembicaraan politik.

Selanjutnya pendapat responden tentang kegiatan kampanye, mereka cenderung aktif, dan hanya 48 (16%) yang tidak aktif.
Alasan mereka adalah menginginkan baju dan atau bahkan uang dari tim sukses. Berbeda dengan partisipasi politik berbentuk
bergabung dengan kelompok kepentingan, terdapat 242 (81%) responden tidak bergabung secara resmi dalam dalam suatu
organisasi yang berkaitan dengan politik. Namun demikian, responden menginginkan adanya komunikasi dengan pejabat
politik 102 (34%) dan 51 (17%). Dan

selebihnya 149 (49%) mangatakan malu-malu “tidak aktif” berkomunikasi dengan para pejabat politik.

Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat di Kotamadya Medan sangat beragam, dan sangat ditentukan oleh tingkat
pendidikan dan jenis pekerjaan yang digeluti. Makin tinggi tingkat pendidikan, masyarakat juga cenderung terlibat dalam partisipasi
politik, demikian sebaliknya, makin rendah pendidikan makin kecil tingkat partisipasi mereka dalam politik.
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